
 
BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR 93  TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANGANDARAN, 

 
Menimbang : a. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di tetapkan 

untuk membantu tugas dan wewenang Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran agar dalam 

pelaksanaan program atau kegiatan dapat berjalan 
secara tertib, efektif, dan efisien sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa agar dalam penetapan Aparatur Sipil Negara yang 
menduduki jabatan struktural atau pejabat fungsional 

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kriteria, Perlu 

adanya pedoman dalam penetapan Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan; 

c. bahwa sesuai ketentuan BAB I huruf G angka 15 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bahwa dalam hal tidak terdapat 
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, 

PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku 
PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5363); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); 
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11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Perturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PELAKSANA 

TEKNIS KEGIATAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 
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10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya KPA adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi SKPD. 
11. Jabatan Struktural adalah profesi Pegawai Negeri Sipil 

yang memiliki kedudukan dalam suatu struktur dari 

organisasi. 
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF 

adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
13. Kemampuan manajerial adalah kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang 

dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk 
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

14. berintegritas adalah sikap jujur, ikhlas, dan tidak 
pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani 

menanggung risiko dari tindakan yang dilakukan. 
 

BAB II 

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN 
 

Pasal 2 
(1) PA atau KPA dalam melaksanakan kegiatan 

menetapkan pejabat pada SKPD atau Unit SKPD selaku 
PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

membantu tugas dan wewenang PA atau KPA. 
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK 
bertanggung jawab kepada PA atau KPA. 

(4) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran 
anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali 

dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan kriteria 
tertentu. 

 
Pasal 3 

(1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA 
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan 

berintegritas. 
(3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada 

KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki 

jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau 
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 

(4) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki 
jabatan struktural, PA atau KPA dapat menetapkan 

pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria tertentu. 
(5) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA atau 
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KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh 

PPTK. 
 

Pasal 4 
PA menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK dengan 
kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; 
b. kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dikelola 

berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi unit kerja 
dari pejabat fungsional; 

c. memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan; 
dan 

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin. 

 
Pasal 5 

 Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA 
atau KPA terdiri atas: 

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan 
pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit 
SKPD; 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan 
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan atau sub kegiatan; dan 
c. menyiapkan dokumen pengadaan barang atau jasa 

pada kegiatan atau sub kegiatan SKPD atau Unit SKPD 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pengadaan barang atau jasa. 

 
Pasal 6 

Rincian tugas PPTK dalam mengendalikan dan 
melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan 

atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a, terdiri atas: 
a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; 

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub 
kegiatan; dan 

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub 
kegiatan kepada PA/KPA. 

 
Pasal 7 

Rincian tugas PPTK dalam menyiapkan dokumen dalam 

rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran 
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: 
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan 

kegiatan/sub kegiatan; 
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran. 
 

  Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 27 Desember 2022 
BUPATI PANGANDARAN, 

 
ttd 

 
 

 JEJE WIRADINATA 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 27 Desember 2022 

   SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGANDARAN 

   
ttd 

 
 KUSDIANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2022 NOMOR 93 
 


